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PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK

NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Menimbang

Mengingat

KOTA SOLOK TAHUN 2011 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Daerah, perlu menetapkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Solok Tahun 2011-2015;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Solok Tahun 2011-2015;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan

daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan
Pemerintahan = Kotamadya Solok dan  Kotamadya
Payakumbuh;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3495);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2010-2014;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang
Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran
Daerah Kota Solok Tahun 2005 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok
Tahun 2007 Nomor 1);



Memperhatikan

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

o 1.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Etika
Pemerintahan Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota
Solok Tahun 2008 Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan
Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor
3);

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok
Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok
Tahun 2008 Nomor 18);

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun
2008 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 01 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota
Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun
2010 Nomor 01);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-575 Tahun
2010 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan
Walikota Solok Propinsi Sumatera Barat dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 132.13-576 Tahun 2010 tentang
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Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil
Walikota Solok Propinsi Sumatera Barat.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA SOLOK TAHUN 2011-2015

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kota Solok.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah

Walikota adalah Walikota Solok.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kota Solok.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang
tersedia.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-
tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.



8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Solok yang selanjutnya
disingkat RPJPD Kota Solok adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat dengan RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan
kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam
struktur dan pola ruang wilayah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok yang selanjutnya
disingkat RPJMD Kota Solok adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
5 (lima) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

13. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya
yang signifikan bagi daerah yang karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

16. Arah Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mencapai tujuan.

17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi

18. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

21. Kebijakan umum APBD yangs selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.



22 Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk
mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan
daerah secara utuh.

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif
untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang
menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

(1) RPJMD Kota Solok memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi dan
kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan
berpedoman kepada RPJPD Kota Solok dan memperhatikan RPJM Nasional
dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

(2) RPJMD Kota Solok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman
dalam penyusunan Renstra SKPD Kota Solok.

(3) RPJMD Kota Solok sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
RPJMD Kota Solok.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Solok
ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.



BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

RKPD Kota Solok Tahun 2011 tetap berlaku dan disesuaikan dengan RPJMD 2011-
2015.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkandi : SOLOK
Pada tanggal : FEBRUARI 2011
WALIKOTA SOLOK,
IRZAL ILYAS
Diundangkandi : SOLOK
Pada tanggal : FEBRUARI 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SURYADI NURDAL
NIP. 19551025 197803 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2011 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KOTA SOLOK TAHUN 2011 - 2015

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok
Tahun 2011 - 2015 disusun sebagai salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dimana disebutkan bahwa
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala Daerah.

Penyusunan RPJMD Kota Solok telah mempedomani Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang di dalamnya memuat sasaran-
sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program

pembangunan daerah kurun waktu lima tahun mendatang.

Selama masa jabatan kepala daerah terpilih, RPJMD merupakan acuan
dan pedoman dasar pembangunan yang ingin dicapai daerah berdasarkan visi,
misi dan program kepala daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan
sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan yang diamanatkan dalam

undang-undang dengan mempertimbangkan kemampuan daerah.



RPJMD sebagai pedoman manajerial taktis strategis kepala daerah beserta
perangkatnya  dalam  penyelenggaraan = pemerintahan,  pelaksanaan
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan juga digunakan sebagai
tolok ukur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok dalam menilai
laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah pada setiap akhir tahun

anggaran dan pada akhir masa jabatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1s/d 2
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ditetapkan bersama DPRD Kota Solok.

Pasal 4s/d 5
Cukup jelas
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